EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGOLAHAN AIR TANAH BAGI 








A. Kesimpulan  
       Berdasakan permasalahan yang diajukan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
beberapa hal.  
1. Dalam kaitannya pengolahan air tanah bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta 
masih banyak sekali hotel yang tidak memliki izin/tidak mengurus izin pengolahan 
atau pengunaan air tanah dan  masih banyak juga  pengusaha perhotelah di  Kota 
Yogyakarta yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan  oleh Pemerintah yaitu 
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin 
Pengolahan Air Tanah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut belum berjalan 
sesuai atau belum sepenuhnya efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau 
yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. 
2. Peran dari pemerintah sendiri, yakni dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 
Sumber Daya Mineral DIY dan Satpol PP DIY terkait izin pengolahan air tanah bagi 
usaha perhotelan belum dijalankan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 
2012 tersebut. Hal ini biasa dilihal dari masih banyaknya hotel yang tidak memliki 
izin/tidak mengurus izin pengolahan atau penggunaan air tanah, dan kurang adanya 
pemantauan secara rutin  dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya 
Mineral DIY maupun Satuan Polisi Pamong Praja DIY. 
3. Tindakan yang dilakukan dari pemerintah untuk hotel yang tidak memiliki izin air 
tanah tidak dilaksanakan atau dijalankan sampai selesai, dikarenakan pada saat proses 





dituntaskan oleh Satpol PP.  Pada saat yang bersamaan surat izinya sudah dicabut 
terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya 
Mineral, dikarenakan hal tersebut maka Satpol PP tidak dapat menjalankan tugasnya 
secara tuntas dan baik dan karena hal tersebut juga masih banyak hotel yang tidak 
memiliki izin air tanah. 
B. Saran 
1.  Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya  Mineral.  
Sebaiknya lebih tegas lagi dalam menegakkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan 
khusunya dalam pemberian izin pengolah air bagi pengusaha yang ingin menggunakan 
air tanah, agar setiap pengusaha yang ingin menggunakan air tanah untuk kegiatan 
usaha semakin menaati aturan yang telah ditetapkan. 
2.  Satuan Polisi Pamong Praja, Tegas dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah  
yang telah ditetapkan khususnya  bagi hotel yang tidak memiliki izin atau yang tidak 
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Hasil wawancara dengan Bapak Lukito selaku HRD Hotel Gloria Amanda 
            Hasil wawancara dengan Bapak Soenarto Selaku HRD Hotel Malioboro 
Garden 
            Hasil wawancara dengan Bapak Jazulis, S.P selaku kepala analisi potensi air 
tanah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya 
Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
            Hasil wawancara dengan Bapak Sumarti, Kepala Seksi Penyidikan dan 
Penegakan  Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
 
